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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang 

Tindak Pidana Penghinaan berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia dan Untuk 

mengetahui tanggungjawab  pidana penghinaan oleh pers berdasarkan sistem peradilan 

pidana di Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukan  Pengaturan hukum tentang tindak pidana penghiaan 

diatur dalam KUHP Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHPidana dan beberapa UU 

lain yang juga memuat ketentuan penghinaan dalam beberapa pasalnya. Istilah tindak 

pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap 

kehormatan.  

Tindak Pidana Pers jika kita perhatikan didalam KUHP diatur dalam pasal 61-62 

serta pasal 483-484. Pasal 61-62 KUHP mengatur bahwa tindak pidana pers merupakan 

tindak pidana khusus. Pasal 483-484 selanjutnya hanya mengatur kapan dan hal apa 

pencetak dan penerbit dapat atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap 

barang cetakan dan isi penerbitannya.  Terhadap tindak pidana penghinaan oleh pers 

diatur dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP. Berkaitan dengan penghinaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP masih tetap 

mempertahankan penghinaan (blediging) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang 

menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secata 

memfitnah dan menuduh secara memfitnah. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana Penghinaan, Pers, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia 

 

 

PENDAHULUAN 

KUHP menjelaskan, secara umum Penghinaan diatur dalam Bab XVI dan 

dikelompokkan menjadi 7 bagian yakni, menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan 

terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap 

orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang 

lebih khusus seperti Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap 

Negara, Penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap Golongan, 

penghinaan (Menista) terhadap Agama. 

Hukum penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam dua kelompok besar 

yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata. Kelompok hukum pidana, 

diatur dalam KUHPidana Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHPidana dan beberapa 

UU lain yang juga memuat ketentuan penghinaan dalam beberapa pasalnya. Sementara 

kelompok hukum perdata diatur secara khusus dalam Pasal 1371 sampai dengan Pasal 

1380 KUHPerdata.  

Pers sebagai media informasi sering disebut juga sebagai pilar keempat 

demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan pers memiliki 

posisi yang sangat strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus 

menjadi alat kontrol sosial yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk 

terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu, telah menjadi suatu 



keharusan jika pers sebagai media informasi dan juga media koreksi dijamin 

kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Namun, pada kenyataannya 

para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan dari segala 

tuntutan hukum (immune) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk 

terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia karena 

berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara Indonesia termasuk 

wartawan memiliki persamaan di hadapan hukum. 

Dalam penerapan delik pers di Indonesia, Majelis Hakim dalam berbagai tingkat 

pengadilan menggunakan berbagai penafsiran yang berbeda tentang penerapan Undang-

Undang Pers sebagai lex specialis. Namun, adapun penafsiran yang meneguhkan bahwa 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat lex specialis dari 

peraturan”perundang-undangan yang lain. Menurut beberapa ahli hukum, istilah delik 

pers ini sering dianggap bukan suatu terminologi hukum karena ketentuan-ketentuan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa yang disebut 

sebagai delik pers bukanlah delik yang semata-mata dapat ditujukan kepada pers, 

melainkan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku secara umum yang ditujukan 

kepada semua warga negara Indonesia. Akan tetapi, para pelaku pers merupakan insan 

yang profesinya berdekatan sekali dengan bidang usaha yang bertugas untuk menyiarkan, 

mempertunjukkan, memberitakan, dan sebagainya, maka unsur-unsur delik pers dalam 

KUHP seperti Pasal 310 KUHP (tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan), Pasal 

311 KUHP (fitnah/pencemaran tertulis) dan lain-lainnya itu akan lebih sering ditujukan 

kepada para pelaku pers karena disebabkan hasil pekerjaannya lebih mudah tersiar, 

terlihat, atau terdengar di kalangan khalayak masyarakat banyak dan bersifat umum. 

 

PEMBAHASAN 

Kebebasan Pers merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu sistem 

bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi 

merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum 

untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu Negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya 

jika pers sebagai media informasi dan juga menjadi media koreksi sehingga dapat dijamin 

kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Hal ini penting untuk 

menjaga objektifitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat 

dituangkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman 

sebagaimana pada masa orde baru. 

Berbicara mengenai sejarah hukum pers di Indonesia, maka penguraiannya akan 

berawal sejak zaman penjajahan Kolonial Belanda. Haryadi Suadi mengatakan bahwa 

dalam dunia pers di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa Barat di tanah 

air kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang Eropalah khususnya bangsa Belanda yang 

telah “berjasa” memelopori hadirnya dunia pers serta persuratkabaran di Indonesia. 

Masalahnya sebelum kehadiran mereka, tidak diberitakan adanya media massa yang 

dibuat oleh bangsa pribumi.
1
 

Tekanan keras terhadap pers oleh pemerintah kolonial Belanda akhirnya dilapisi 

oleh produk hukum pers yang represif seperti Hatzaai Artikelen, dan Drukpers 

Ordonantie 1856. Hatzaai Artikelen merupakan ketentuan pidana yang dimasukan ke 

dalam Wetboek van Straftrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disingkat KUHP), 

mengatur tentang kejahatan melanggar ketertiban umum dan kejahatan melanggar 

kekuasaan umum. Atau sering juga disebut sebagai pasal-pasal yang mengatur perbuatan 

yang dapat menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap umum dan penguasa 

                                                 
1 Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, op.cit, hal 11.   



waktu itu.  Drukpers Ordonantie mengatur mengenai penyensoran barang-barang 

cetakan. 

Berdasarkan perspektif sejarah hukum pers di Indonesia, telah lahir produk-

produk hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pers yang 

melakukan delik pers dalam hal ini adalah melakukan pencemaran nama baik. Berikut 

adalah konsep sistem pertanggungjawaban pidana pers menurut produk-produk hukum 

yang lahir dari zaman sebelum Indonesia merdeka hingga era reformasi saat ini. 

Masalah Pers merupakan salah satu masalah yang sangat penting di Indonesia, 

masalah pers menyangkut mengenai kemerdekaan untuk menyatakan pendapat, 

menyampaikan dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan 

merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

yang demokratis.  

Mengenai nilai-nilai kebebasan pers sendiri, hal tersebut telah diakomodir di dalam 

UUD 1945 yang telah diamandemen, yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945, pasal ini 

menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan 

dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya 

merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, oleh 

karena itu Negara telah mengakui bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan 

kebebasan berfikir adalah merupakan bagian dari perwujudan Negara yang demokratis 

dan berdasarkan atas hukum.
2
  

Hukum dan kebebasan pers tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Dimana hukum 

dan pers itu berada karena pers adalah bagian dari sistem sosial dimana pers itu berbeda. 

Oleh karena itu mengenai kebebasan pers tergantung kepada sistem pers yang digunakan. 

Untuk menentukan sistem pers yang digunakan terdapat suatu cara yaitu dengan melihat 

hubungan antara pers dan pemerintah.
3
 Masalah utama dalam pemberitaan pers adalah 

jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang 

atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita (news) dan di dalam pemberitaan tersebut 

terdapat unsur kesengajaan dan unsur kesalahan yang memenuhi unsur-unsur tindak 

pidana. Jadi yang perlu ditekankan disini adalah pidana tetap harus diberlakukan terhadap 

pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pers dengan menggunakan 

pemberitaan pers sebagai media dalam melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, 

kebebasan pers untuk melakukan pemberitaan jika memang dilakukan secara 

bertanggungjawab dan professional, meskipun ada kesalahan dalam fakta pemberitaan 

seharusnya tidak boleh dipidana. 

 

KESIMPULAN 

Tindak Pidana Pers jika kita perhatikan didalam KUHP diatur dalam pasal 61-62 

serta pasal 483-484. Pasal 61-62 KUHP mengatur bahwa tindak pidana pers merupakan 

tindak pidana khusus. Pasal 483-484 selanjutnya hanya mengatur kapan dan hal apa 

pencetak dan penerbit dapat atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap 

barang cetakan dan isi penerbitannya.  Terhadap tindak pidana penghinaan oleh pers 

diatur dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP. Berkaitan dengan penghinaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP masih tetap 

mempertahankan penghinaan (blediging) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang 

menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secata 

memfitnah dan menuduh secara memfitnah. 

 

 

                                                 
2 J.C.T. Simorangkir, Hukum-Hukum dan Kebebasan Pers cet. 1, (Bandung : Angkasa, 1980), hal. 58.   
3 Ibid., 60.   
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